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PENATAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK DI 
MASA DEPAN1 

 
Prof. Dr. Moh. Mahfud MD 

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)  
Guru Besar Fakultas Hukum UII Yogyakarta 

 

 Sebagaimana tergambar di dalam ToR yang dikirimkan oleh Panitia kepada saya, 

simposium ini diselenggarakan karena kegelisahan akademis atas perkembangan partai 

politik (parpol) yang disinyalir mulai berkelindan dengan berbagai organisasi 

kemasyarakatan (ormas) yang dibentuknya sendiri. Problem akademiknya muncul karena 

keduanya (parpol dan ormas) diatur dengan UU yang berbeda dan dengan karakter spesifik 

dan persyaratan yang berbeda.  Dalam catatan saya, persoalan kehidupan dan peran parpol 

di dalam politik dan hukum di Indonesia bukan hanya berkaitandengan ormas yang 

dikooptasinya tetapi masih banyak masalah yang cenderung menimbulkan kesan negatif 

sehingga tidak sedikit warga masyarakat yang menghujat bahkan, jika kita menyimak suara-

suara masyarakat di media sosial maupun di media konvensional, tidak seidikit yang 

mengatakan secara emosional agar parpol ditiadakan saja.  

 Masalah lain yang sering dipersoalkan dari kehidupan parpol di Indonesia pada saat 

ini adalah banyaknya pengurus atau aktivisnya yang terlibat korupsi meskipun selalu 

diklaim bahwa para koruptor itu adalah “oknum” yang harus bertanggungjawab secara 

pribadi,2banhaknya pengutipan dan pembandaran dana oleh oknum dari para pemilik uang 

secara diam-diam, jual beli kebijakandalam proses legilasi, sampai pada mengkoptasi 

institusi eksekutif dengan kebijakan-kebijakan yang korup.3 Ada yang mengatakan bahwa 

parpol di Indonesia bukan saja gagal memperbaiki keadaan tetapi kehadirannya justru 

memperburuk tatakelola kepemrintahan karena ikut memupuk maraknya korupsi. 4 

Meskipun begitu tidaklah boleh lantas dikatakan bahwa kita tidak memerlukan parpol atau 

mengatakan bubarkan saja parpol-parpol. Adanya parpol-parpol adalah keniscayaan dari 

                                                        
1Disampaikan pada Simposium Hukum Tata Negara, “Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik” 
yang diselenggarakan oleh Kemenkum-HAM RI yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia (FH-UII) di Yogykarta, Sabtu tanggal 29 Juni 2019. 
2Sampai saat ini sudah ada lima ketua parpol yang menghuni lembaga pemasyarakatan (dipenjarakan) karena 
korupsi dan masih lebih banyak pengurus parpol lainnya yang juga dijatuhi hukuman pidana. 
3Contoh mutakhir tentang ini adalah tertangkap tangannya seorang ketua umum parpol Karen mengintervensi 
pengelolaan atau penempatan jabatan melalui sangkaan suap menyuap atau di kementerian yang dipimpin oleh 
salah seorang pimpinan parpol tersebut.  
4Apakah pendapat yang seperti ini benar atau tidak tentu harus diteliti lebih mendalam karena sifatnya masih 
konstatatif. 
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pilihan para pendiri negara kita yang telah menetapkan negara Indonesia sebagai negara 

demokrasi yang berdasar konstitusi (demokrasi konstitusional) atau negara demokrasi dan 

negara hukum. Di dalam negara demokrasi setiap warga negara mempunyai hak untuk 

berserikat dan menggumpalkan aspirasi untuk menentukan arah kebijakan negara yang (di 

dalam negara demokrasi moderen) dilakukan oleh wakil-wakil rakyat baik yang dipilih 

secara langsung (independen) maupun secara tidak langsung (perwakilan). Aturan main 

untuk melaksanakan demokrasi dituangkan di dalam konstitusi yang pada umumnya berisi 

dua hal pokok, yakni, jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) dan 

Sistem Pemerintahan Negara yang mengatur kelembagaan pemerintahan dan hubungan 

antar satu lembaga negara dengan yang lain dalam rangka melindungi HAM tersebut.  

 Adanya partai politik dengan fungsi perekrutan politik di Indonesia juga diatur di 

dalam konstitusi tertulisnya, yakni UUD 1945, sekurang-kurangnya di dalam empat Pasal 

yakni Pasal 6A, Pasal 8, Pasal 22E, dan Pasal 24C. 

1. Pasal 6A Ayat (2) mengatur bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 

diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. 

2. Pasal 8 Ayat(3) mengatur bahwa jika Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat 

melaksanakan tugasnya (berhalangan tetap) maka pelaksana tugas kepresidenan 

adalah triumvirat(Mendagri, Menlu, dan Menhan) tetapi selambat-lambatnya dalam 

tiga puluh hari sejak itu MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih 

Presiden/Wapres yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang pasangan 

capres/cawapresnya  meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu 

sebelumnya. 

3. Pasal 22E Ayat (3) mengatur bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota 

DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. 

4. Pasal 24C Ayat (1) menyebutkan bahwa salah satu kesewenangan Mahkamah 

Konstitusi adalah memutus pembubaran partai politik. 

 Dilihat dari prinsip dan sistem demokrasi yang kita anut serta berdasar nukilan dari 

ketentuan UUD 1945 tersebut maka, melihat buruknya peran dan kinerja parpol dewasa ini, 

tidak ada pilihan lain bagi kita selain  melakukan langkah-langkah guna memperbaikinya. 

Tidak ada opsi bagi kita untuk meniadakan parpol di dalam tata politik kita karena 

keberadaan parpol adalah konsekuensi dari demokrasi dan kontitusi yang kita anut. Pilihan 

kita hanya memperbaiki secara bertahap agar secara terus menerus kehidupan kepartaian 

kita menjadi lebih baik. Adagiumnya, lebih baik ada parpol meskipun berkinerja buruk 
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daripada tidak ada parpol. Mengapa? Karena pemerintah yang tidak dikontrol oleh rakyat 

melalui lembaga politik resmi (parpol) yang mengawasinya dari DPR sangat potensial untuk 

menjadi sewenang-wenang. Jika ditanyakan lagi, mengapa kita memilih demokrasi? Karena 

pilihan itulah yang menjadi resultante saat para pendiri negara menyusun konstitusi. 

 

Indonesia menganut asas dan sistem demokrasi5 

 Ada yang memeprsoalkan, apakah demokrasi yang kita pilih ini sudah tepat. Bahkan ada 

yang mempersoalkan, apakah bentuk dan sistem demokrasi itu cocok dengan budaya bangsa 

Indonesia. Haruslah ditegaskan lebih dulu bahwa demokrasi adalah pilihan kesepakatan atau 

resultante yang dijadikan bagian fundamental dalam konstitusi kita. Seperti dikatakan oleh KC 

Wheare, isi konstitusi itu adalah kesepakatan (resultante) para pembentuknya setelah dilakukan 

pembahasan atau perdebatan berdasar siatuasi politik, sosial, ekonomi, budaya pada saat dibuat. 

Sebagai pedoman dasar dalam hidup bernegara isi konstitusi itu tak perlu dipersoalkan benar dan 

salahnya atau baik dan buruknya; ia harus ditaati karena sudah disepakati untuk diberlakukan 

sebagai konstitusi. Persoalan benar dan salah atau baik dan buruk tentu relatif: benar kata yang 

satu, salah kata yang lain, baik kata yang satu, buruk kata yang lain.  

 Oleh sebab itu terlepas dari salah-benarnya dan baik-buruknya itu konstitusi yang berlaku 

haruslah diikuti dan ditegakkan oleh negara. Secara akademis isi konstitusi memang bisa dinilai 

baik atau buruk dan benar atau salahnya, tetapi penilaian akademis tidaklah menyebabkan 

kosntitusi menjadi tidak berlaku. Untuk praktisnya penilaian akademis itu bisa berguna jika akan 

ada perubahan (amandemen) atas konstitusi yang masih berlaku, itu pun pasti ada penilaian yang 

kontroversi lagi, ada yang setuju karena idenya dinilai baik dan benar, ada yang menolak karena 

idenya dianggap salah dan buruk. Maka dari itu yang sedang berlaku itulah yang harus ditaati. 

Begitu pula halnya dengan prinsip dan sistem demokrasi. Untuk praktik ketatanegaraan, demokrasi 

tak perlu dipersoalkan salah atau benarnya, baik atau buruknya; ia harus diikuti karena sudah 

dijadikan sebagai resultanteuntuk dijadikan sebagai salah satu atau bagian dari fundamen 

bernegara. Secara teoretis-akademis demokrasi itu memang bukan prinsip dan sistem yang idelal; 

ia mempunyai banyak kelemahan-kelemahan. Plato menyebut demokrasi itu mempunyai kejelekan 

karena memberikan hak kepada rakyat yang umumnya awam (bahkan mungkin tidak terdidik) 

                                                        
5 Lihat juga dalam makalah saya, Moh. Mahfud MD “Pilkada Serentak di Indonesia”  yang disampaikan pada 

Seminar tentang “Pilkada Serentak” yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Bengkulu di Bengkulu pada hari Sabtu, 3 Oktober 2015. Makalah ini juga disunting dan ditulis kembali 

dari makalah saya, Moh. Mahfud MD, “Problematika Peradilan Pemilu Kepala Daerah dalam Pemilu Serentak” 

yang disampaikan pada diskusi panel Bidang  Studi Politik untuk peserta PRRA LIII Tahun 2015 Lembaga Ketahanan 

Nasional (Lemhanas) bertajuk, “Sistem Pemiliu Serentak dalam Rangka Membangun Demokrasi di Indonesia” di 

Ruang Pancagatra Lantai II Lemhans RI, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2015. 
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untuk menentukan kebijakan dan jalannya negara serta berpotensi menimbulkan massa liar yang 

bisa merusak ketertiban dan keamanan. Sedangkan Aristoteles mengatakan jeleknya demokrasi itu 

karena di dalamnya selalu ada demagogue alias agitator yang biasanya membual dan berbohong.  

 Harus diingat pula bahwa pilihan para pendiri negara negara atas asas dan sistem 

demokrasi bukan dilakukan secara serampangan. Pilihan itu dilakukan melalui perdebatan yang 

panjang sampai-sampai diputus melalui voting. Pada saat terjadi perdebatan, apakah Indonesia ini 

akan dijadikan negara merdeka dalam bentuk republik (suksesi dengan pemilihan oleh rakyat 

secara demokratis) ataukahakan dijadikan kerajaan (suksesi dengan pewarisan atau penunjukan) 

maka atas usul Yamin keputusannya diambil melalui voting. Itu terjadi pada Sidang BPUPKI 

tanggal 10 Juli 1945. Setelah perdebatan agak panjang untuk memilih bentuk kerajaan atau 

republik, Yamin mengusulkan agar diundi (voting) dengan cara terbuka, bukan ditulis di dalam 

kertas oleh masing-masing pemberi suara. Usul Yamin itu didukung oleh Ketua BPUPKI 

Radjiman Wedyodiningrat yang menyambut dengan, “…Baik Setem saja”. Voting akhirnya 

menghasilkan suara 55 menyetujui bentuk republik, 6 menyetujui bentuk kerajaan, dan 1 suara 

blanko. Voting juga dilakukan saat terjadi perdebatan, apakah negara ini akan diberi bentuk negara 

kesatuan ataukah diberi bentuk negara federal (serikat). Hatta termasuk yang getol mengusulkan 

negara federal, sebaliknya Soekarno keras menginginkan negara kesatuan. Setelah disetem dari 

seluruh anggota BPUPKI yang hadir saat itu diperoleh pendukung negara federal sebanyak 6 

suara. Di dalam UUD 1945 sendiri voting (penentuan dengan suara terbanyak) itu juga dimuat 

secara tegas di dalam Pasal 2 Ayat (3) UUD yang menyatakan bahwa “segala putusan MPR 

ditetapkan dengan suara yang terbanyak”. Bahkan untuk UUD 1945 hasil amandemen yang 

berlaku sekarang ini ada bagiannya yang ditetapkan melalui voting seperti peniadaan Fraksi 

Utusan Daerah di MPR.
6
 

 

Parpol, Ormas, dan penataannya 

 Uraian sederhana di atas menggambarkan tentang filosofi dan pengaturan konstitusi 

tentang asas dan sistem demokrasi dalam kaitannya dengan eksistensi partai politik di Indonesia. 

Selain ada fisofi dan sistem yang menjanjikan kebaikan bagi kehidupan bernegara ternyata banyak 

juga problema yang muncul dalam penataan dan eksistensi parpol saat ini. Simposium ini 

memfokuskan kegelisahan dan sorotannyaterhadap pengaturan organisasi sayap partai politik. 

Dalam catatan saya, sejauh ini, sebenarnya belum banyak sorotan masyarakat atas tumbuh-

                                                        
6Adalah salah juga pandangan bahwa di dalam sistem kenegaraan kita tidak mengenal voting karena dianggap 
liberal. Justeru negara kita ini dibentuk, antara lain, melalui voting. Memang kita harus berusaha untuk 
mencapau musyawarah mufakat, tetapi jika akhirnya harus diputus dengan voting maka voting tidak dilarang. 
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kembang dan peran organisasi sayap di partai politik, kalau bentuknya ormas. Memang ada 

beberapa organisasi sayap partai politik tetapi tidak berbentuk ormas tersendiri melainkan menjadi 

onderbouw resmi, misalnya, Gerakan Pemuda Kakbah (PPP), Garda Bangsa (PKB), Angkatan 

Muda Partai Golkar (AMPG), dan sebagainya. Tetapi organisasi-organisasi sayap itu bukanlah 

ormas yang mencari dana untuk parpol melainkan justru dibiayai oleh parpol induknya. Di PDIP 

memang ada sayap yang bernama Baitul Muslimin tetapi itu pun tidak pernah terdengar 

menghimpun dana untuk membiayai PDIP, malahan dibiayai oleh PDIP. Memang dalam 

kaitannya dengan ormas ada parpol-parpol yang sering berusaha mengidentifikasi dirinya dengan 

ormas-ormas besar, seperti PKB yang sering diklaim lahir dari NU dan PAN yang sering dikaitkan 

dengan Muhammadiyah, tetapi secara resmi kedua ormas tersebut bukanlah bagian dari parpol 

malahan lebih bisa dinilai menjadi induk dari parpol tersebut. Meskipun begitu, simposium ini 

menjadi sangat penting dan cukup cerdas untuk mengantisipasi kemungkinan digunakannya 

ormas-oramas “kelak” sebagai sayap parpol untuk mencari dana. Oleh sebab itu “Simposium 

Penataan Organisasi Sayap Partai Politik” ini haruslah melahirkan kesimpulan yang bisa 

menyehatkan kehidupan partai politik kita. 

 Ada hal lain yang sudah  nyata menjadi problem dalam kehidupan kepartaian kita, yakni, 

soal pencarian dan penggunaan dana parpol yang sering koruptif dan menipulatif seperti 

banyaknya isyu korupsi, politik uang, mahar pencalonan, pemerasan politik, transaksi jabatan, jual 

beli kebijakan, dan sebagainya. Banyak yang mengusulkan agar negara menyediakan dana yang 

cukup untuk membiayai kebutuhan operasional partai politik. Konperensi Hukum Tata Negara II 

yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang pada tahun 2016 

membedah khusus ide pendanaan parpol oleh negara. Kesimpulan-kesimpulannya cukup menarik 

untuk terus dielaborasi dan dijadikan alternatif dalam penataan sistem kepartaian kita. 

 Ada juga masalah pembubaran partai politik yang pengaturannya dinilai kurang tepat. 

Seperti diketahui menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi memutus 

pembubaran partai politik. Tetapi UU yang mengatur hal tersebut mengaturnya secara agak 

terkendala karena “pembubaran partai politik” harus diajukan (dituntut pembubarannya) oleh 

Pemerintah ke Mahkamah Konstitusi. Mekanisme yang demikian menimbulkan problem karena 

beberapa hal: Pertama, bagaimana jika parpol yang harus dituntut pembubarannya itu adalah 

partai penguasa  (ruling party)?; Kedua, jika parpol yang melanggar dan harus dituntut untuk 

bubar merupakan parpol pendukung Pemerintah dalam sebuah koalisi maka tidak akan mudah 

untuk dilakukan;Ketiga, seumpamapun yang melakukan pelanggaran itu bukan parpol yang 

menjadi bagian dari koalisi pemerintahan yang berkuasa maka tidak mudah juga untuk 

sembarangan mengajukan tuntutan pembubaran parpol sebab yang bisa terjadi adalah saling 
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sandera mengingat sangat mungkin terjadi bahwa partai yang berkuasa pun terlibat dalam 

pelanggaran-pelanggaran yang bisa dituntut agar dibubarkan. Oleh sebab itu ada baiknya 

pengajuan tuntutan pembubaran partai politik untuk diputus oleh MK itu dilakukan oleh Komisi 

Pemilihan Umum (KPU). Selain bisa lebih netral dan memang berfungsi menangani keikutsertaan 

parpol di dalam pemilu KPU adalah lembaga negara yang menurut Pasal 22E Ayat (5) UUD 

bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 

 Masalah yang juga sering diwacanakan adalah bagaimana menemukan 

sistem dan aturan yang bisa disepakati bersama secara agak lebih permanen tentang pembatasan 

jumlah parpol secara rasional tanpa harus mengekang kebebasan untuk berserikat dan 

mengummpalkan aspirasi warga masyarakat. Selama ini kita sudah menggunakan Parlementary 

Threshold tetapi tampaknya kurang efektif sehingga harus terus disempurnakan setiap menjelang 

Pemilu. 
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